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PENGAJUAN KEBERATAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

10.

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi

Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang- Undang nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10

Tahun 2010 tentang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Pengajuan Keberatan.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 16 Taln 2011 Tentang Pedoman
Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten

Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2017 Tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

a)
b)

c)
d)

1) Memahami Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Standar Pengajuan Keberatan.

2) Memahami Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Banten
3) Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki kemampuan :

Melakukan pelayanan publik

Memahami pendokumentasian,kearsipan
dan pengelolaan informasi

Memahami teknologi informasi

Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung dalam pelayanan
pengelolaan informasi dan dokumentasi

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

Masyarakat yang Membutuhkan
informasi Publik dari Pemerintah

@ &h PN

Formulir isian
komputer
Pesawat Telepon

Jaringan Internet
ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon
informasi tidak akan terlayani dengan Baik

Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima
tidak akan tercapai

Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif
Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatifl

Dicatat pada buku register permintaan informasi publik




ndar Pengajuan Keberatan Secara Tertulis Datang Langsun
Kegiatan Pelaksana Mutu baku Keterangan
Pemohon PPID Pelaksana PPID Utama kelengkapan Wakiu output
Permohonan informasi mengisi formulir Formulir keberatan 30 menit Formulir keberatan telah Pemohon informasi publik
keberatan. diisi memiliki kebutuhan khusus
- maka dapat dibantu oleh
petugas pelayanan informasi
dalam pengisian formulir
keberatan
Pemberian nomor pendaftaran keberatan . Buku register 15 menit
- keberatan
Penyimpanan salinan formulir keberatan Map arsip stau map 15 menit
folder / ordner
Penyerahan tanda bukti penerimaan keberatan ' Tanda bukt 15 menit
kepada pemohon informasi publik atau &3 penerimaan keberatan
kuasanya
Koordinasi dengan PPID Utama mengenai
alasan pengajuan keberatan Pemohon
Informasi
Pemberian tanggapan secara tertulis yang 30 (tiga puluh)
disampaikan kepada Pemohon Informasi hari sejak
Publik yang mengajukan keberatan atau dicatatnya
kuasanya. pengajuan
keberatan tersebut
dalan register
keberatan.
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Selambat —
keberatan atau pihak yang menerima kuasa lambatnya 14
vang tidak puas dengan tanggapan PPID (empat belas) hari
berhak Mengajukan Permohonan Penyelesaian kerja sejak
Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi diterimanya
Informasi _tanggapan PPID /

mUtama Mudas
19660530 199003 1 003




ndar Pen

juan Keberatan ara Te

lis Melalui Surat El

nik A

man PPID

No |

Kegiatan

Pelaksana

Mutu baku

Keterangan

Pemohon PPID Pelaksana PPID Utama

kelengkapan

Waktu

output

1. pemohon informasi publik mengirim
pengajuan keberatan ke alamat surat
elektronik ppiddishub@ go.id serta harus
mencantumkan : nomor pendaftaran
permintaan informasi publik: tujuan
penggunaan informasi publik; identitas
lengkap pemohon informasi publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya; alas
an pengajuan keberatan; dan nama dan tanda
tangan pemohon informasi publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya.

2. pengisian formulir permintaan informasi
pada laman hitps: permohonan-
ppid.bantenprov.go id

Formulir keberatan

30 menit

Formulir keberatan
telah diisi

Pemohon informasi publik
memiliki kebutuhan khusus
maka dapat dibantu oleh
petugas pelayanan informasi
dalam pengisian formulir
keberatan

Mengisi waktu pemberian tanggapan atas
keberatan serta membubuhkan nama dan tanda

tangan pada formulir keberatan.

Pemberian nomor pendaftaran keberatan

Buku register
keberatan

15 menit

Penyimpanan salinan formulir keberatan

Hardisk local
computer / harddisk
drive

15 menit

Penyerahan tanda bukti penerimaan keberatan
kepada pemohon informasi publik atau
kuasanya melalui surat elektronik (email)

Tanda bukti
penerimaan keberatan

15 menit

pemohon informasi publik
Koordinasi dengan PPID Utama mengenai
alasan pengajuan keberatan Pemohon
Informasi

<

==

Pemberian tanggapan secara tertulis yang
disampaikan kepada Pemohon Informasi
Publik yang mengajukan keberatan atau
kuasanya.

=
:
)

T

30 (tiga puluh) hari
sejak dicatatnya
pengajuan keberatan
tersebut dalan register
keberatan.

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan atau pihak yang menerima kuasa
yang tidak puas dengan tanggapan PPID
berhak Mengajukan Permohonan Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi
Informasi

Selambat — lambatnya
14 (empat belas) hari
kerja sejak diterimanya
tanggapan PPID




